
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.532, 2018 KEMENPP-PA. Pembentukan UPT Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak. Pencabutan.  

 
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 

ANAK REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 4 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK   

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

 

Menimbang : a. bahwa setiap orang termasuk perempuan dan anak 

berhak untuk mendapatkan perlindungan dari 

penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat 

manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia; 

b. bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan 

dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sering 

mengalami permasalahan yang melanggar hak asasi 

manusia sehingga perlu dibantu penyelesaiannya agar 

terpenuhi hak-haknya; 

c.  bahwa peraturan perundang-undangan yang 

dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak 

mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan 

layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak yang 

mengalami permasalahan sesuai dengan kebutuhan; 

d.  bahwa untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi 

perempuan dan anak maka pemerintah daerah perlu 
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membentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan 

perempuan dan anak;  

e.  bahwa  untuk keseragaman dalam struktur organisasi, 

tugas, fungsi, dan mekanisme kerja dari unit pelaksana 

teknis daerah perlindungan perempuan dan anak maka 

perlu disusun pedoman pembentukan UPTD 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak; 

f.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2016  tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5946); 

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4419); 

3.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4720); 
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4.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5.  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 

Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4928); 

6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5679); 

7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN DAN ANAK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 

dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah 

unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah 
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daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan 

anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, 

perlindungan khusus, dan masalah lainnya. 

2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. 

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak. 

 

Pasal 2 

(1) Penyusunan Pedoman Pembentukan UPTD PPA 

dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah 

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang akan 

membentuk UPTD PPA di daerah. 

(2) Penyusunan Pedoman Pembentukan UPTD PPA 

bertujuan untuk memberikan arah dalam menetapkan 

struktur organisasi, tugas, fungsi, dan layanan dari 

UPTD PPA yang akan dibentuk oleh pemerintah daerah 

provinsi dan kabupaten/kota. 

 

BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

 

Pasal 3 

Kedudukan UPTD PPA berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan derah 

kabupaten/kota. 

 

Pasal 4 

UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis 

operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan 

bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah 

kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah 

lainnya. 
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Pasal 5 

UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan: 

a. pengaduan masyarakat; 

b. penjangkauan korban; 

c. pengelolaan kasus; 

d. penampungan sementara; 

e. mediasi; dan 

f. pendampingan korban. 

 

Pasal 6 

(1) UPTD PPA provinsi dalam melaksanakan fungsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk 

layanan rujukan lanjutan lintas daerah kabupaten/kota. 

(2) UPTD PPA kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk 

layanan dasar dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. 

 

BAB III 

PROSEDUR PEMBENTUKAN 

 

Pasal 7 

(1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota dalam membentuk UPTD PPA dilakukan 

dengan langkah: 

a. menyiapkan kajian akademis perlunya UPTD PPA di 

daerah; 

b. menyusun analisis rasio belanja pegawai; 

c. menyiapkan peraturan gubernur atau bupati/wali 

kota; 

d. menyiapkan lokasi yang tepat untuk UPTD PPA; 

e. menyiapkan sumber daya manusia yang diperlukan; 

dan  

f. menyiapkan sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan. 

(2) Pemerintah daerah provinsi dalam membentuk UPTD PPA 

harus berkonsultasi secara tertulis dengan menteri yang 
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menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri 

dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dan huruf b. 

(3) Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membentuk 

UPTD PPA harus berkonsultasi secara tertulis dengan 

gubernur dengan dilengkapi dokumen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b. 

 

Pasal 8 

(1) Mengenai kajian akademis perlunya UPTD PPA di daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(2) Mengenai sumber daya manusia yang diperlukan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, 

disesuaikan dengan standar yang tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

(3) Mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, 

disesuaikan dengan standar fasilitas sarana dan 

prasarana yang tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

BAB IV 

KLASIFIKASI, KELENGKAPAN ORGANISASI, DAN 

ESELONISASI 

 

Bagian Kesatu 

Klasifikasi dan Kelengkapan Organisasi 

Pasal 9 

Klasifikasi UPTD PPA terdiri atas: 

a. UPTD PPA tingkat daerah provinsi; dan 

b. UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota. 
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Pasal 10 

Klasifikasi UPTD PPA tingkat daerah provinsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas: 

a. Kelas A; dan 

b. Kelas B. 

 

Pasal 11 

(1) Susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah provinsi 

Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a 

terdiri atas: 

a. Kepala UPTD PPA; 

b. Subbagian tata usaha; 

c. Seksi pengaduan; 

d. Seksi tindak lanjut; dan 

e. Kelompok jabatan fungsional. 

(2) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, mempunyai tugas memimpin, 

mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam 

menyelenggarakan layanan perlindungan bagi 

perempuan dan anak yang mengalami masalah 

kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan 

masalah lainnya. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi: 

a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua 

kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA; 

b. menyusun program kerja UPTD PPA; 

c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus; 

d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA; 

e. membina dan meningkatkan kemampuan para 

pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan 

f. melaksanakan administrasi UPTD PPA. 

(4) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, mempunyai tugas untuk melakukan: 

a. penyiapan penyusunan rencana program dan 

anggaran;  

b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; 

www.peraturan.go.id



2018, No.532 

 

-8- 

c. penyiapan bahan administrasi sumber daya 

manusia; 

d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data 

korban; dan 

e. pelaksanaan kerumahtanggaan. 

(5) Seksi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, mempunyai tugas untuk: 

a. melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan 

masyarakat; 

b. melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan 

secara tidak langsung;  

c. melakukan pengelolaan kasus; dan 

d. melindungi korban di penampungan sementara. 

(6) Seksi tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d, mempunyai tugas untuk: 

a. melaksanakan mediasi;  

b. melakukan pendampingan hukum pada saat proses 

diversi, restitusi dan pendampingan pada saat 

proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya; dan 

c. melakukan pendampingan korban dalam upaya 

pemulihan.  

 

 

Pasal 12 

(1) Susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah provinsi 

Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b 

terdiri atas: 

a. Kepala UPTD PPA; 

b. Subbagian tata usaha; 

c. Pelaksana; dan 

d. Kelompok jabatan fungsional. 

(2) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a mempunyai tugas untuk memimpin, 

mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam 

menyelenggarakan layanan perlindungan bagi 

perempuan dan anak yang mengalami masalah 
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kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan 

masalah lainnya. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi: 

a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua 

kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA; 

b. menyusun program kerja UPTD PPA; 

c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus; 

d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA; 

e. membina dan meningkatkan kemampuan para 

pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan 

f. melaksanakan administrasi UPTD PPA. 

(4) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, mempunyai tugas untuk: 

a. penyiapan penyusunan rencana program dan 

anggaran;  

b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; 

c. penyiapan bahan administrasi sumber daya 

manusia; 

d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data 

korban; dan 

e. pelaksanaan kerumahtanggaan. 

 

Pasal 13 

Klasifikasi UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas: 

a. Kelas A; dan 

b. Kelas B. 

 

Pasal 14 

(1) Susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah 

kabupaten/kota Kelas A sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 huruf a terdiri atas: 

a. Kepala UPTD PPA; 

b. Subbagian tata usaha; 

c. Pelaksana; dan 

d. Kelompok jabatan fungsional. 
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(2) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin, 

mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam 

menyelenggarakan layanan perlindungan bagi 

perempuan dan anak yang mengalami masalah 

kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan 

masalah lainnya. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi: 

a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua 

kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA; 

b. menyusun program kerja UPTD PPA; 

c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus; 

d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA; 

e. membina dan meningkatkan kemampuan para 

pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan 

f. melaksanakan administrasi UPTD PPA. 

(4) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, mempunyai tugas: 

a. penyiapan penyusunan rencana program dan 

anggaran;  

b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; 

c. penyiapan bahan administrasi sumber daya 

manusia; 

d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data 

korban; dan 

e. pelaksanaan kerumahtanggaan. 

 

Pasal 15 

(1) Susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah 

kabupaten/kota Kelas B sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 huruf b terdiri atas: 

a. Kepala UPTD PPA; 

b. Pelaksana; dan 

c. Kelompok jabatan fungsional. 

(2) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin, 
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mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam 

menyelenggarakan layanan perlindungan bagi 

perempuan dan anak yang mengalami masalah 

kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan 

masalah lainnya. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi: 

a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua 

kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA; 

b. menyusun program kerja UPTD PPA; 

c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus; 

d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA; 

e. membina dan meningkatkan kemampuan para 

pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan 

f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.  

 

Pasal 16 

Bagan struktur organisasi UPTD PPA tercantum dalam 

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Bagian Kedua 

Eselonisasi 

 

Pasal 17 

Eselonisasi di UPTD PPA provinsi Kelas A  sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi: 

a. Kepala UPTD yang merupakan jabatan struktural eselon 

IIIb atau jabatan administrator; 

b. Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural 

eselon IVa atau jabatan pengawas; dan  

c. Kepala Seksi yang merupakan jabatan struktural eselon 

IVa atau jabatan pengawas. 

 

Pasal 18 

Eselonisasi di UPTD PPA provinsi Kelas B  sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi: 
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a. Kepala UPTD yang merupakan jabatan struktural eselon 

IVa atau jabatan pengawas; dan 

b. Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural 

eselon IVb atau jabatan pengawas. 

 

Pasal 19 

Eselonisasi di UPTD PPA kabupaten/kota Kelas A 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi: 

a. Kepala UPTD yang merupakan jabatan struktural eselon 

IVa atau jabatan pengawas; dan 

b. Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural 

eselon IVb atau jabatan pengawas. 

 

Pasal 20 

Eselonisasi di UPTD PPA daerah Kabupaten/Kota Kelas B 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi 

Kepala UPTD yang merupakan jabatan struktural eselon IVb 

atau jabatan pengawas. 

 

BAB V 

TATA KERJA 

 

Pasal 21 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan 

UPTD PPA wajib: 

a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan 

sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan 

internal maupun eksternal;  

b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, 

memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi 

pelaksanaan tugas bawahan; 

c. melaksanakan sistem pengendalian internal; 

d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-

masing; dan 

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(2) Pimpinan UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya dapat berkoordinasi dengan: 

a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan 

fasilitas layanan kesehatan lainnya; 

b. balai pemasyarakatan; 

c. kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian 

daerah; 

d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi; 

e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi; 

f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan 

tenaga kerja indonesia (BP3TKI);  

g. kantor wilayah Kementerian Agama; 

h. kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak; 

j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan 

k. institusi lainnya. 

(3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan 

tugasnya kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak di wilayahnya. 

 

BAB VI 

STANDAR LAYANAN 

 

Pasal 22 

(1) Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan 

kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah, 

UPTD PPA harus berpedoman pada standar layanan yang 

telah ditetapkan. 

(2) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan Peraturan Menteri. 
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BAB VII 

PENDANAAN  

 

Pasal 23 

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD 

PPA dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 24 

Semua penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak 

yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan 

kabupaten/kota sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, 

harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini. 

 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 25 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat 

Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 446); dan 

b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015  tentang Sistem 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak   

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

615), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 26 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 4 April 2018 

 

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
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Pedoman ini akan menjelaskan l.&i darl Bab I dan BabIl, Bedangkan Bab Ill 
dan Bab rv akan bergantung pada situasi dan kondlsi yang berlainan antar 
daerah, D~til Informasi pada Bab I dan n adalah sebagai berikut : 
A. Bab I : Pendahnluan 

1. Latar Belakang 
a] Uraian alasan pentingnya dibentuk UPI'D PPA 

l) Bahwa hak asasi manusia rnerupakan hak dasar yang secara 
kodrati melekat pada did manusia bersifat, universal dan 
langgeng, karena itu harus dllindungi, dthormafi, 

dlpertahankan dan ctdak b.o:l.eh diabaikan, serta diknrangi 
atau dirampas oleh siapapun. Setiap· orang mengemban 

kewajiban mengakui .dan meughornrati hak asasi orang lain, 
hal in.i j1 . .1ga berlaku bagi setiap organisasi dan pada tataran 
manapun. 

2) Negara terutama pemerintah 'bertanggung [awab untuk 

menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak asasi 

Dalam melaknkan korrsultasi pembentnkan il.PTD rPt\, perlu drsusun 
K9-jian Akademis untuk memaparkan terpenuhlnya kriteria dan analisis 
beban. kerja. Kajian Akademis disusun secara jelas dan singkat; Sistematika 
Kajian, Akadernis pem.bentukfl.n UP!D PPA adalah sebagai, berikut: 

-a] BAB I : Pendahulnan 
b) BAB IT ; Analisis Pemerruhan Kriteria 
c) BAB ID : Analisis Be ban l<':~1ja 

d) BAB N : Analisis Rasio Belanja Pegawai 
e] BAB v : Penutup 

PEDO.MAN PENYUSUN~ KA.JI.AN AJ<ADE.MIS PEMBENT(Jl{A.N UPTD PPA 

IAMPIJ<AN I 

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

D.W- PER.LINDtJNGAN .W-M( R8PUBLll{ INQONESlA 

NOMOR. 4 'r AJ-f(IN '.2.01·6 
TENTANG 

PEDOMAN PEMBENTiJJ{AN 1.JNI'r• PELAK.SANA 1'El00S 
DAERA.H PERLINDUNGAN PEREMPUAN bAN A.NA.I{ 
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melindungi warga negara khususnya perempuan dan anak 
namun kasus perempuan dan anak semakin bertambah, 
tidak rnenurun, karena kasus; kekerasan perempuan dan 

anak seperti fenomena -gw.1UIJg es yaitu kasus yang 
dllaporkan ke lembaga perllndungan perempuan dan lembaga 
perlindungan anak hanya sebagian kecil dari kasus yang 

sebenarnya. Perempuan dan anak korban kekerasan sering 
merasa ragu atau takuf dalam melaporkan kekerasan yang 
dlalammya, a-tau ada kendala lainnya seperti sulitnya, akses 
dalam m~rtt.ap.ai layanan dan knrangnya rnformasi tentang 
hak-hak yang dimiliki karena sebagian besar' perernpuan dan 

anak korban berasal dari keluarga rniskin dart kurang 
mampn sehingga per1u dilakukan pendampingan, biaya 
pendampingan, dad korisultasi huku:m mahal, Di sisi lain 

lembaga yang rnenangani perlindungan perempuan dan anak 

masih kurang, terutama di daerah yang jauh dart pusat kota. 

perundang-undangan yang 4) Walaupun ada jaminan: 

n;r:antrsj@, dart setiap w:;f!'g21 ne.,g~a termasuk perernpuan dan 

anak tanpa diskriminasi, karena perempuan dan anak 
merupakan ba_gian dari, wa:rga negara Indonesia memiliki hak 
yang sama dengan orang lain, clan hak JJerernpu.an dan anak 

merupakan hak asasi manusiayang harus dijamin, dilind.urigi 
bukan hanya oleh, pemerintah tapi juga olelr pemerintah 
daerah. 

3) Untuk menjabarkan hak asasi manusia khususnya 
perempuan dan anak yang merupakan .kelompok rentan, 

maka Ne~ata telah mengeluarkan be berapa peraturan yang 

dimaksudkan untuk melindungi perempuan dad anak 
misalnya; Undang-Undang Nomor 7 Tahnn 19&4 terrtang 
Eati.fikas_i CEDAW, Uno.ang-Undartg_ Nomor 2J ·Tahun 20012 

tentang Perlindungan Anak, 'Undang-Undarig :Nomor 23 
'Tahun 2004 tentang Petrghapusan, l{eke~sai_1 Dalam Rumah 

Tan~a, Undang-Undsng NpmQr ~ l Tahuri 2007 tentang 

Penghapusan 'I'indak Pidana Perdagangan Orang, Undang 
Undang Nomor 44 'I'ahnn '200$ tentang Pornografi, dan 
Undang-Undang Nomor 11 'I'alrun 20 i2 tentang Sisrem 
Peradilan Pidana Anak, 
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.sj Perempuan clan anak yang mengaJa.mf keker1,1§an sesuai 
dengan peraturan perundang- undangan yang dimaksudkan 
untuk melindnngi perempuarr dan; anak seperti Undang 

Undang Nomor 23 Tahnn 2004 terirang Penghapnsan 
Kekerasan Dalam Ruman Tangga, Undang-Undang Nomor 21 
'I'ahnn 2007 tentang Pemberantasan TIndak Pldana 
PeJ·aagangan Orang, dan Undang-Urrdang Nomor 44· Tahun 
2008 tentang Pornografi mempunyai hak untuk mendapatkan 
layanan rehabilitasi sosial, kesehatan, bantuan hukum, 

pemnlangan, dan reintegrasi sosial Jang harus diperruhi oleh 
pemerintah dan pemerintah daerah. 

6) 'Selain itu mennrut Undang- Undang Nomor 35 Tahnn 2014 

tentang Perubalian atas Undang-Undang :Nom:or 23 Talrun 

2002 tentang Perlindungan Artaik menjelaskan bahwa anak 

dalam situasi dan ·kqndisi tertenru seperti ;3.11ak "k.Qrpan 
penyalahgunaan narkotika, anak pengnngsi, ~ dalam 
situasi konflik, anak korban jaringan terorisme, anak dari 
kelompok minoritas dan terisolasi, anak dengan perilaku 
sosial menyimpang, dan anak ~ang menjadi korban 
stigmatisasi dari pelabelan terkait, orang tuanya, 

7) Kebutuhan perempuan dan anak, yang mengalami kekerasan 
serta anak dalam sttuasi pan kondisi tertentu harus 
mendapatkan perhatian darl pemerintah daerah. 

8j bi sisi lain, penanganan permasalahan perempuan dan anak 
yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak belum optimal sehlngga terlambat 

dalanr rnemberikan lJelayana.i1 atan tidak sesuai dengan 
kebutnhan korban. 

9) Seperti dikemukakan bahwa urusan pemberdayaan 

perempnan dan periindungan anak merupakan urusan 
koukuren yang wajih dilaksanakan oleh pemerirtrah daerah, 
di sisi lain kompleksitas urusan perem puan dan anak cuku P 

banyak yang harus diselesaikan oleh Dinas PPPA (antara 'lain 
menyusun kebijakan, kocrdinasi pelaksanaan kebijakan, 
pengawasan, pembinaan, penyuluhan, advokasi, sosialisasi, 
fasilitasi pemberdayaan perempuan di bidang ekorromi, 
politik, hukum, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan 
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fasilltasi pemenuhan hak ru1ak). Q1e11 karena itu, perlu 
dibentuk UPTD PPA untuk melaksanakan kegiatan teknis 
operasional di wilayah k~rjanya dalam memberikan layanan 
bagi perempuan dan arrak yang mengalami masalah 
kekerasan, d'iskriminasi; perlind ungan khusus -dan masalah 

lainnya. 
b) Uraian dasar pembentukan UPTD PPA melalui: 

1) Landasan Filasofis 

• Pancasila sebagal dasar falsafah negara merupakan 
landasan Ideologi bangsa yang mewajibkan negara rnemikul 
tanggung jawab untuk melakukan tindakan hukum dan 

tindakan lainnya untuk melindungi wa.r~a ne~ara dari 
segala haJ yang. melanggar hak asasi manusia yang 
menimbnlkan kerugian bagi setiap warga negara. 

•· Tanggung jawab riegara khususnya pemerintah didasarkan 
pada alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

yang menyebutkan bahwa tujuan pembentukan negara 
Indonesia .adalah salah satunya melindungi segenap 
bangsa.Indonesia clan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

• Srla kedua dari Pancasila tentang kemanusiaan yang adil 
dan beradab menunjukkan bahwa adanya jaminan 
perllndungan terhadap .hak asasf mannsia khususnya 
perem puan dan anak. 

2) Landasan Konstitusional 
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang termuat dalarn Pasal 28: di arrtaranya adalah: 

• Pasal •28B aya-t (2) rnenyatakan bahwa, "Setiap. anak berhak 
atas: kelangsungan hidup, tnmbuh, dan berkembang serta 
berhak atas perllndungan dari kekerasan dan diskrlmlnasi" 

• Pasal 280 ayat {l).sang menyehutkan bahwa "Setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum". 

• Pasal 280: 

( 1) senap orang berhak atas perllndungan diri pribadi, 
keluarga, kehormatan, martabat, dart harta benda yang 
di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa; aman 
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mendapatkan restitusi. 

• Undang-undarig Nomor 44 Tahun ·2008 tenl;ang Pornografi 
Pasal 16 ayat (1) rnertgamanatkan bahwa pemerintah, 
lembaga sosial, Iembaga perrdldikan, lembaga keagamaarr, 
keluarga, cJ.MJ./ atau masyarakat berkewajibarr rnemberikan 
pembinaan, pendampingan, serta penrulihan sosial, 
keselaatan fisik da.n mental bagi setiap anak yang menjadi 
korban aran pelaku pornografi, 

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah 

tentang 
Pidana 'Tindak Pemberantasan Pemberantasan 

Perdagangan Orang. 
Pasai 48 ayat ( 1) menjelaskan bahwa: korban tindak, pidana 
perdagangan orang atau ahli warisnya berhak 

Undang-Undang Nomor '.21 Tahnrr '.2007 • 
$) Landasan Yu.ridis 

dan p~rliJ1dunga;n dari ancaman ketakutan untuk 
berbuat, atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan 
hak asasi. 

(2) Setiap ~r_;mg be.t~ urituk bebas dari penyiksaan atau 

perlakuan yang merendahkan derajat martabat 
manusia dan berhak menrperoleh suaka. politik dari 
negara Lam. 

• Pasal '28H ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Setiap orang 

berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 
untuk rnemperoleh kesempatan dan manfaat yang. sama 
guna mencapai persamaan dan keadllan", 

•· Pasal28 Iayat (2J·danayat(4): 
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 

diskriminarlf aras dasar: ~p~l)ID1 dan berhak 

mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang 

bersifat :diskriminatifitu. 

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pernenuhan 
hak asasi manusia adalah 'tanggung jawab negara, 
terutama penrerintah, 
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Lampiran Huruf" H mengam-:;in.axk.at:1 pernerlntal; d@..enili 
untuk memberikan layanan perlindungan terhadap 
perempuan dan anak. 

•· Undang-Undang Nornor 35 'I'ahun 2'014 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor en. 'Tahun' 2Q0'2 tentang 
Pertindungan Anak, 

Pasal 59A menjelaskan babwa anak dalam situasi dan 
kondisi tertentn berhak untuk mendapatkan 
pendampingan psikososial, penrberiari perlindungan, serta 

pendampingan pada setiap proses peradilan, 

• Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2006 t~11tan~ 

Penyeleriggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban 
Kekerasari Dalam Rumah Tangga. 

Pasal 4 tnenjelaskari bahwa korban berhak mendapatkan 
layanan pemulihan dalam bentuk pendampingan, 
konseling,. dan bimbingan rohani. 

• Peraturan Pemerintah Nomor' 9 Tahtrn 2.008 tentang Tata 
Cara dan: Mekanisme Pe-layanan Terpadu ba:gi Saksi 
dan/atau Korban 'I'indak Pidana Perdagangan Orang 
Pasal 6 ayat (l) menjelaskan jietnerintah daerah diwajibkan 
untuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu bagi korban 
perdagangan orang, 

• Peraturan Pemerintah Nomor 40 'Tahun 2011 tentang 
Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan 'Terhadap Anak 

Yang Menjadi Karban atau Pelakn Pornografi 
Pasal 18 menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib 
melaksanakan pendampingan terhadap anak yang menjadi 
korban atau pelaku pornografi. 

• Peratnran Presiden Nomor 18 tahun ·2d14 tentang 
Pertindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
dalam Konflik So.siaL 

Pasal 6 ayat (3) huruf c rnengamanatkan balrwa, perempuan 
dan anak di daerah konfllk berhak mendapatkan layanan 
pemenuhan kebutnhan dasar spesiflk bagi perempuan dan 
anak korban akibat terjadinya konflik. 
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perempuan yang berdampak pada, posisi tersubordinasi, 
termarginallsasi, mempunyal beban ganda, pelabelarr, 

mengalami kekerasan, e~.sploitasi, drskrtmjnasi, dan 
penelantaran. Sedangkan terkait, permasalahan anak, 
kurangnya pemaharnan .tentang hak dan perlindungan 
anak mengakibatkan kekerasan dan eksploitasi terhadap 
perempuan dan anak. Kondisi ini.. sering terjadi, karena; 
0 pesatnya arus globahsasi dan dampak negatif' dari 

perkembangan di bidang teknologi dim informasi 
memnnculkan tenomena baru kekerasan terhadap 
perempuan dan anak; 

o faktor kemiskinan yang mendorong pelaku melakukan 
kekerasan 'terhadap perernpuan dan anak; 

0 faktor femperamental .pelaku yang sering melakukan 
kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

G faktor ketimpangan dan relasi kuasa antara suami dan 
Istri yang menyebabkarr istri mengalami kekerasan; 

n persepst yang ~alab tentang perenrpuan dan anak, ya.n_~ 
njenganggap perempuan dart. anak s.~bagai miliknya yang 
dapat, diperlakukan .semena-mena; dan 

o kurangnya pemahaman terkait hak asasi rnanusia 
termasuk hak anak. 

• Kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahun 

semakin meningkat secara signifikan dan kekerasan 

menyebabkan 
laki- laki dan terjadinya kesenjangan peran antara 

Pasal 9 bahwa penyedia® Iayanan tt:th~datJ perempuan 
dan anak korban kekerasan -dalam koriflik sosial meliputi 
layarran di antaranya bantuan hukum dan, pendampmgan, 

•· Sebtitkan peraturan daerah yang menunjukkan 
pembentukan dinas yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak. 

• Bebutkan peraturan kepala daerah yang menunjukkan 
pembentukan l.TYI'D PPA (ji.@.. telah memberrtuk lebih 
dahulu]. 

4) Landasan Sosiologis, 

• Buda.ya yang ada dalam rna:syarakat 
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terbadap perempuan dan anak .d@j)2it dilihat cta.ri sisi jertis, 

bentuk, 'tempat; kejadian, pelaku, modus, dan tujuan, .Jenis 
kekerasan .seperti kekerasan dalam rumah tangga, 

perd.agangart orang, pomografl, dan lalnnya, Sedangkan 
bentuk kekerasan antara lain kekerasan psikis, fisik, 
seksual (pencabulan, perkosaan, eksploitasi seksual dan 
penyiksaan seksual], penelantaran, eksploitasi, dan 

kekerasan lainnya .seperti ancaman kekerasan dan 
pemaksaan, Dilihat dari Iekasi terjadinya kekerasan seperti 
di antaranya dapat terjadi di dalam rumah tangga, ruang 
publik, lembaga Pendidikan, tlan tempat, kerja. Dilihat darl 
sisi pelakuoya, .kekerasan dapaf dilaknkan oleh teman, 
teni;iga pendidlk, asisten rumah tans.r;a., ajasan, pacar, 
bahkan kekerasan bisa dilakukan oleh orang dekat korban 

seperti erang tua dan saudara, Dillhaj dari sisi modusnya, 

kekerasan oapat terjad! dens_~in -adariya ancaman 
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan, dijanjikan atau iming-iming, 
penjeratan utang atan memberikan bayaran atau manfaat, 
dan lainnya Berdasarkan tujuannya, kekerasan juga dapat 
dilakukan untuk tnjnan kepuasan seksual pelaku atau 
eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan. 

•· Dampak kekerasan Jan~ dialami perempuan dan anak di 
antaranya mengalami penderitaan balk fisik, sosial, 
spiritual, psikis karena korbarr dianeam atan diintimidasi 
dan mengalami. trau-ma: berkepanjangan serta ti-oak mau 
bersosialisasi dengan rnasyarakat, mengalami kekerasan 
seksual, dan penelantaran, Iuka ringan dan berat, 
kehilangan fun.Mi reproduks], kehilangan ingatan, 
kehilangan leepercayaan diri, kehilangan anggota badan, 
terkena; penyakir menular, pendarahan Irebat; ke.hamilan 
tidak diinginkan, cacat seurmrr hidnp oaQkq.11 bnnuh diri, 

Yang lebih menyedihkan lagi adalah korban terkadang 

disiksa, dilakukan dengan .cara yang saclis dan luar biasa. 
Pelaku kekerasan tidak hanya orang-perorangan nanrnn 
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juga dilakukan oleh kelompok. rnasyarakat ~i;::cara, 
terorganisrr maupun ttdak 'terorgantslr serta korporasi. 

• Anak-anak korban kekerasgn seperti yang disebutkan di 
atas meugalami trauma dan mernerlukan: 
t'· Layanan pendarupingan psikologis, karena mengalami 

trauma .. 
o Layanan pendampingan hukum, untuk mendampingi 

kerban dalam menjalani proses Iruknm baik di tingkat 
penyidikan maupun penuntutan maupun peradilan. 

e Layanan penguatan dalarn bentuk konseling dan 
spiritual tennasuk penguatan iman dan takwa sesuai 
dengan agama dan kepercayaan yang dlanutnya. 

• Di Indonesia sekarang ini anak-anak rentan menjadi 
korban dari: 

G terorisme, karena pelakn terorisme Ielnh senang 
merekrut -anak-anak karena rrrasilr polos sehingga 

IJ1Udah untuk diperl pengajaran radlkalisrne berlatar 
agama, 

o penyalahgunaan narkotika, alkolrol, psikotropika, dan 
zat adiktif lainnya, karena Indonesia merupakan salah 

satu negara lempat ,Pei<sebardI'i narkoba dimana para 
produsen dan pengedar narkoba kerap merekrut anak 

menjadi kurir atau menjadl pengguna. 
e dalaru situasi darurat, karena dalarn kondisi konflik 

anak rentan terpisah dari keluarga. Indonesia sebagai 

negara ya.n~ secara geografrs, demograils, sosiologis, 
struktural, Ideologis; dan historis secara faktual 
petenaial :menj1:J.fil daeralr t.0.nflik. Dan umumnya jika 

terjt;tdl konflik, anak-anak mengalami, 1;r,;11.u1ta lJal:ikan 
mengalami berbagai bentuk kekerasan 'termasuk 
kekerasan seksual. 

o dalam sitnas! bencana, Irtdon~,~ii\l nrcmiliki kondisi 
geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang 
menyebabkar-r sering terjadi:nya bencana baik yang 
disebabkan oleh :Caktor alam, Iaktor non alam, maupun 
faktor manusia ·di Indonesia. Bila 'terjad; bencana, 
banyak anak-anak mengalam.i trauma karena melihat 
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B. Bab II: Analisis Pernenuhan Kriteria 

2. Tu.Juan 

Tujuan pembentukan l.JPTO f>PA, adalah untuk nrelaksanakan 
kegiatan teknis operasional cB wil1:i,yab kerjany11 dalam memberikan 
layanan bagi perempuan ·dan anak yang mengalami rnasalah 

kekerasan, diskrimlnasi, perlmdungan khusus, dan masalah Iainnya. 

pend am pingart. 
0 dalam hal ariak berkonflik dengan Irukurn, umumnya 

mereka mengalanri trauma dalam, menjalani proses 
hukurn, sehingga p~rlu pendampingan bantuan hukum 

dan psikologis. 

•· Sampaikan data kuantiratif permasalahan di wilayah 
pernbentuk UPTD PPA dalam kurun beberapa tahun 
terakhir. 

•· Seblitkan paling sedikit 2 (dua) contoh kasus kekerasan 
yang terjadi di wilayalr pemhentuk UPTD PPA, yang 

menjadi sorotan di tengah masyarakat dan media. 
Penyampaian kasus secara kualitatif, menunjukkan 
kron:ologl singkat kejadiari, darnpak bagi korban, lntervensi 
pemerlntah yang dilakukan oleh badan atau dmas yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pemberdayaan perempuan, dan perlindnngan anak dalam 
penyelesaian kasusnya, 

membutubkan sehingga trauma mengalami 

bencana atau rentan nrengalami keke,t2(s_an, s-ebJngga, 
mernerlukan pendampingan serta pemenuhan atas 
kebutuhan spesifik anak (sesuai dengan tingkat usia dan 
pe.r:kemba:ngarty$. meliputl makanan, pakaian anak dan 
balita, mainan, vitamin, susu, pelayanan kesehatan,. dan 
saran.a bermain]. 

o dalam hal anak dengan HIV/AlD.S, selain karena 
penularan akibat perrggunaan narkoba; anak berpotensi 
tertular I-UV/ AIDS sebagai dampak dari melihat 
pornografi dan nrerryalurkan hasrat seksualnya di tern pat 

prostltusi .. Umumnya anak-anak yang tertnlar E-ITV /.A.IDS 
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• barang atau jasa yang diberikan bensifat konkret dan rerukur 

balk barang 'kolektif maupun barang indlvidu; dan 

• penyediaan barang dan jasa diperlukan secara terus menerus, 
c;;) rnemberikan kontribusi dan manfaat langsung d.an nyata kepada 

masyarakat danj' atau dalam periyelenggaraan pemertntahan, 
dengan indikator sebagai berikut: 

• kegiatan yang merupakan pelaksanaan urusan yang. menjadi 

kewenangan daerah; 

• bukan merupakan kegiatan perumusan kebijakan; 

• bukan merupakan kegiatan lirrtas pe.,tq11.~at daerah dan 
bukan pembinaan kepada twit kerja lain; dan 

• memerlukan arahan, pengaturan dan pernbagian 'kerja, 

pengawasan dan/atan pengambilan keputusan dalam 
pelaksanaannya, 

b) penyediaan barang dan/atp.t\ [asa yang diperlukan oleh 

masyarakat dan /:rtau oleh petangkar daerah lam yang 
berlangsung secara terus aienerus, dengan lndtleator sebagai 
berikut: 

Bab ini merupakan inti dad: kajiart akademis pembe.nt1lk~ UPTD PPA .. 

Dalam bab ini disam paikan pemenuhan atas kriteria sebagaimana 
tertuang dalam Peraturan M enteri Dalam Negeri Norn or 1'2 'I'alrtrn 2017 
tentang Pedoman Pembentnkan dan Klasifikasr Cabang Dlnas dan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah. Dalam penyusunan kajian akadernls 
hendaknya, bah Ini dieksplorasi secara mendalam, sesuai dengan kondisi 

yang diharapkan. Untuk memperkuar penulisan, dapat pula 
disampaikan Ioto, gambar, data, tabel, dan sebagainya yang dapat 

mendu:kun_g analisa. 'I'erdapat kriteria-kriteria yang didetailkan dalam 
beberapa lndikator yang perlu dipenuhi dalam membentuk UPTD pPA 
sebagai beriknt: 
L. Provinsi 

a) melaksanakan kegiatan teknis operasional d.art/ atau kegiatan 
teknis pennnjang tertentu dari 'urusan pemerintahan yang bersifaf 
pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari dlnas yang 
menyelenggarakan urrrsan rr.e.ru~ri.riWhM bidang pemberdayaan 
perempuan tlan perlindungan anak, dengan indlkator sebagai 
beri.kut: 
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melaksanaka.n .t.ugas telmis operaslonal .tertentu dan/ atau tugas 

teknis penunjang tertentu, dengan lndikator dokumen SOP yan,g 

sudah dttandatangarii oleh kepala dinas. 
g) memperhatikan keserasian hubungan .antara pemerintah provinsi 

dengan pemerlntal; ka_b\l1Yati;::n/kota, dengan lndikator ti.dak 
rnelaksanakan kegaiatan yang menjadi kewenangan 
kabupaten Zkota serta tidak tumpang tlndllr :dengan kegiatan 
kabup_ateriJkota. 

2. Ka:bupaten/Kota 

a:) rnelaksanakan kegiatan teknis eperasional dan/ atau kegiatan 
teknis p'<;:nunjan~ tertentu dari, urusan pemerintahan yang bersifat 
pelaksanaan dan menjadl tanggung jawab dari dinas yang 
rnenyelenggarakan urtrsan pemerintahan bidang pemberdayaan 

daJam (SOP). t) memiliki Btandar Operasional Prosedur 

• Iayanan kepada masyarakat tnenjadi Iebili: dekat, efektif, 
efisien, dan cepat; 

• layanan '.v·ang diberikan lIBI' terselrut merupakan layanan 
pemerintah yang dlbutuhkan oleh masyarakat, sehingga 
apabila tidak tersedia akan mengganggu kehidupan 
masyarakat atau penyelenggaraan pemerintah: dan 

• layanan yang dlberikan belum disediakan oleh BUMN, 131.JMU, 
swasta, atau penyedia lainnya. 

d) .tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, 
sarana dan prasarana, dengan indikator sebagai berikutr 
• pegawai yang akan ditem patkan pada UPI'D tidak 

mengakibatkan terganggunya; kinerja unit-unit organisasi yang 
lain; 

• tidak menambah pegawai baru baik f>NS ataupun, honorer; 

• belanja pegawai dan liiaya eperaslonal kantor tidak 
mengurangi balanja publik; dan 

• tersedianya sarana dan prasarana kerja berupa kantor dan 
perlengkapannya, 

~) tersedianya jabatan fungstonal teknis sesuai dengan tuga13 dan 
fungsi UPl'D PPA., dengan indikator terdapat tenaga teknis yang 
diperlukan .untuk melaksanakarr kegiatan pada: UPTD tersebut 
sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku. 
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baik barang kolektif maup un barang indlvid u, 

• penyediaan barang dan jasa dip~rlQ.k~ secara terus menerus. 
c] rnemberikan kontribusi dan manfaat, langsung dan nyata kepada 

masyarakat dan/atau dalam penyelenggaraarr pemerintahan, 
dengan indikator :,e!Ja~ai berikut: 

• Layanan kepada masyarakat menjacli lebilr dekat, efekill, dan 
efisien, dan cepat, 

• La.ya.nan yang diberikarr UPf tersebut merupakan layana:n 
pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga 

apabila tidak tersedia akan mengganggu kehidupan 
masyarakat atau penyelenggaraan .pemerintah, 

• layanan yang diberikan belum dtsediakan oleh BUMN.1 BUMD, 

swasta, atan penyedia lainnya. 

dJ· tersedianya sumber daya yang mellputi p~gaw·ai, pembiayaan, 
sarana dan prasarana, d~ugan indikator se.b.agai berikut; 

• pegawai yang akan ditempatkan pg:rftq. VPr.D tidak 
mengaklbatkan tergl;ln~nya kinerja unit-unit; organisasi yang 

Iain, 

• tidak menambah pegawai baru baik PNiS atanpun hgngrer, 

• belanja pegawai da:n biaya operasional kantor tidak 
mengurangi balanja publlk, 

perempuan dan perlindungan ana,k, dengan :inJilka.tor sebagai 
berikut: 

• kegiatan yang merupakan pelaksanaan U11;1.sa.11_ yang rnenjadi 
kewenangan daerah, 

• bukan merupakan kegiaran perumusan kebijakan, 
• bukan merupakan kegiatan lintas perangkat daerah dan 

bukan pembinaan 'kepada irnit, kerja lain, 

• memerlukan arahan, pengatnran dan pembagian kerja, 
pengawasan dan/atau pengambilan keputusan dalam 
pelaksanaannya. 

b) penyediaan barang dari/atau jasa yang diperlukan oleh 

raasyarakaj dau/atau olelr perangkat daerah Iain yang 
berlangsung secara terus menerus, dengan indikator sebagai 
beriknt: 
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'lo HANA YEMBISE 

ttd 

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAI{ REPUBIJK INDONESIA, 

Bab ini merupakan inti dari kajian akademis pembentukan UPTI) PPA. 

Dalam bab ini disampaikan pemenuhan atas kriteria sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan M enteri Dalam 1'J egeri Nomor 1~ 'i'i11JU.IJ. 201 7 
tentang Pedoman Petnbentukan dart Klaslfikas! C.?-.bMg Dinas dan unit 

Pelaksana Teknis Daerah. Dalam .renyusuna.n kajian .akademis 
hendaknya; bab ini dieksplerasi secara mendalam, sesuai dengan kondisi 
yang diharapkan, Untnk memperkuat penulisan, dapat pula 
disampaikan foto, gambar, data, tabel, -dan sebagainya yang dapat 
mend ukung analisa. 

• tersedianya sarana dan prasarana .kerja berupa kantor dan 
perlengkapannya, 

e) tersedianya jabatari fungsional teknis sesuai dengan tugas dan 
fungsi UPl'D PP.A_, dengan indikator terdapa't tenaga teknis yang 
diperlukan: u:ntuk melaksanakan kegiatan pada (JP1'D tersebut 
sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku. 

f) memiliki SJandar Operasional Prosedur (SOP). dalam 
rnelaksanakan tugas teknis eperasional tertentu dan/ atan nrgas 
teknis penunjang tertentu, dengan indikator dokumen SOP yang 
sudah ditandarangani oleh kepala dinas. 
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Detail lnlormasi pada Ja1Ja1;p.11 pelaksana dan fungsional .dijelaskari dalam 
tabel berikut ini: 

Untuk memerruhi standar sumber daya, manusia dimaksud, pemerirrtah 
daerah dapat mengadakan tenaga profesional sesuai standar biaya daerah 
di w-ilayahnya, atan rnengacu pada standar biaya umurn Kementerian 

Keuangan. 

Dalam mengoperasikan UP'.I'D ;PPA, drperlukan, sumber daya manusia yang 
handal, memlliki, keahllan, dart _pengetahu:an yarts. cukup untuk 

melaksanakan tugasnya Berikut adalah daftar jabatan pelaksana dan 
fungsional yang diperlnkan .dalam twrn f>J:>A,: 
i, Psikolog Kl.i.Iii:-; (JF) 
2. Pekerja Sosilil (JF) 

3. Konseler Psikologi dan H~ 
4. Mediator 
5. Pengadrninistrasi Umum 

6. Pengemudi 
7. Penjaga Keamanan 
8. Penjaga Asrama 

SUMBER DA YA MANVStA UPrQ PPA 

IAMPIJ<AN II 

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

D.W- PER.LINDtJNGAN .W-M( R8PUBLll{ INQONESlA 

NOMOR. 4 'r AJ-f(IN '.2.01·6 
TENTANG 
.PEDOMA.N PEM.BEN1'tJJ{AN VNI'r• PELA.KSANA 1'El00S 
DAERA.H PERL!NDUNGA.N' PEREMFUAN bAN A.NA.I{ 
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dan Nomor 09 
Tahun 2004, 
Tanggal 8 Mllrel 
2004 

PELAKSANA 

NO 
NAMA KUAL!FIJ(AS[ 

TUOAS JABATAN LAINNYA 
JABATAN PEND!DIKAN 

3 Kouselor Sarjana 1s11 di Melaksanakan kegiatan pemberian Sernfikasi Konselor 
Psikologi I bidang Ilmu bantuan psikologi I lmkum untuk 
Httkum Psikolog'i / Hukum mengatas] masalah yang dihadapi 

konscli selungga dapat melakukan 
kegiarao secara normal kembali. 

4 Mediator Sarjana (SI)/ Memimpin clan ruelaksanakan penviapan Sertifikasi Mediator 
Diploma IV di bahan medias! unuik mencapai (Mahkama.h Agung, Pusar 
bidang I-Inkom/ penyelesaian atan sohrsi )'8J1g dapat Media.st Nasional -PMN- 
Sosial dan po litik/ diterima oleh ked ua be lab pihak yang dan Indonesian Institute 
Scsiologi atau bcrsclisth scsuai dcngan perauirau da.o for Conflict Transformation 
bidang lalo yang kerentuan yang berlaku -UCT) 
relevan dcngan 
tu gas ja batan 

5 Penga.dm.ini- SLTA/Dl/ DU/ Melakukan kegtatan yang mehputi 
strasi Um.um l)UJ di bidang penerimaan, pencatatan dao 

manajcmen pcndokumemasian dokumcn 
perkantoran/ Adm.inistrasi 
adminis tra si 
pcrkantoran/ tata 
perkantorao BlA.U 
bidang lain yaJlg 
relovan dcngan 

Menyiapkan, melakukan 
clan meuyelcsaikan 
kcgiatan pclayanan 
kcsejahteraan sosial dan 
pengem bangan kualitas 
pelayanan kcscjableraan 
sosial 

Pekerja Sosial adalah PNS yru1g diberi 
tugas, tanggungjawab, wcwenang dau 
hak socara pcnuh olch pcjabat yang 
bcrwenang untuk ruelaksanakan 
pelayanan kesejahteraan sosial di 
lingkungan instansi pcmcrintah maupun 
padA badan/crgauisasi sosial la.innya 

Sosial 1) Kcputusan 
Menteri PAN 
Nomor 
KEP/03/M.PAN 
/1/2004. 
Tanggal 16 
.Januari 2004 

2) Keputusan 
Bersama Nomor 
05/J JUK/2004- 

Memberikan pelayanan 
psikologi kli:nik yang 
melipuu asses men, 
iruerpretasi, basil 
assesmcu, intervcnsi, 
pembuatan laporan 
pemcriksaan psikologi, 
pelaksanaan tugas di 
iempat risiko tinggi, dan 
penga bd.ia n masyarakat 
yang mebputi pelaksanaan 
penanggulangan problem 
psikologi klinik pada 
masyarakat rumah sakit, 
pelaksanaan tugas khusus 
lapangan bidaog psrkologi 
klioi.k pada komunitas, 
dan menjadi saksi ahli 

Psikolog Klinis ada Jail ja batan yang 
mempunyai ruang lingkup, togas, 
ranggung jawab, dan wcwcnang untuk 
melakukan kcgiatan pelayanan psikologi 
'klinis d.i sarana pelayanan kesehatan 
ya.ng diduduki oleh PNS dengan hak dan 
kcwajiban yang dlborikan secara penuh 
oleh pejabat yang berwcnang. 

I ) Pera t1.U'8 n 
Merneri PAN 
Nomor 
PER/11/M.PA 
N/5/2008, 
Tanggal 26 Mei 
2008 

2) Peraruran 
Bersarna 
Nomor 
1112/MENKES 
/PB/XU/2008 
dao Nomor 28 
l'ahun 2008 

KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL 

Pekerja 
(JF) 

2 

Psikolog Klinis 

TUGAS POKOK DASL\R HUKUM NAMA 
JABATAN 

NO 

Tabel 1 Fungsional clan Pelaksana 

2018, No.532 

 

-31- 

www.peraturan.go.id



YO! LANA YE:MBISE 

ttd 

Ml!:NTERI re:MBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK REPUBLfl( INDONESIA, 

tugas jabatan 

6 Pengemudi SI.TA/DI/ DU/ MelakUkan pelayanan transportasi yang Lisensi Mengemudi 
DIII di bidang Ilmu bersifat kedinasan dengao kendaraan 
yaJ1g re Levan dinas, 
dengar, tugas 
jabatan 

7 Petugas SLTA/Dl/ 1)11/ Melakukan kegtatan yang mehputi 
Keamanan DUl di bidang Tlmu pengamanan da:n penertiban. 

yang re Levan 
dengan L'UgAs 
jabatan 

8 Penjaga Asrama SLTA/DI/ Dll/ MclakUkan kcgiatan pclayanan, 
l)IJJ di bidang Ilmu pengoperasia n dan perneriksaan <Ii 
yang rclcvan bidang peujagaan asrama 
dengan rugas 
[abatan 
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~. ~~ABANGUNAN 
Sarana bangunan yang mendukung penyelenggaraan tugas UPTD PPA 
antara lam: 

1. Ka.ntor 
.ad.al;ili tempat pembertan Iayanan pertlndungan selam penampnngan 
sementara, 

Untuk dapat rnenyediakan sarana dan prasarana seeara baik, maka 

dijelaskan lebih lanjut di bawah ini, 

Pedoman Fasilitas $arana dan Prasarana lTPl'D PPA 'bertujuan nntnk 
mernberikan batas kondisi yang dlharapkan ·i;tgat dapat menyelenggarakan 
tugas dan fungsinya secara baik, Secara rnnum, fasilitas . sarana dan 

prasarana UP'J'D P:J;>A, terdiri dari €> .hal antara; lain: 

t, Kantor; 
2. Rumah Perlindungan; 
3. Mobil Perlindungan; 
4. Motor Perlindungan; 
5. Hotline; dan 
6. Sistem Infurmasi Pencatatan danPelaporan, Berskala Nasional (SIMFONI 

- Sistem Informasi Online Perlinoungart Perempuan dan Anak). 

PEDOMAN FASI!...ITAS· SARANA DAN PRJ.1:$ARANA UPI'D PPA 

IAMPIJ<ANm 
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

D.W- PER.LINDtJNGAN .W-M( R8PUBLll{ INQONESlA 

NOMOR. 4 'r AJ-f(IN '.2.01·6 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBENTiJJ{AN 1.JNI'r• PELAK.SANA 1'El00S 
DAERA.H PERLINDUNGAN PEREMPUAN bAN A.NA.I{ 
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B. SYARAT LOW\SJ 
1. Geografis 

Kantor UPI'D PPA darr Rumah Perllndungan tddak didirikan !di Iokasi 
berbahaya, yaitu: 
a. tidak di tepi lereng; 
b. tidak dekat kaki gunung yang rawan terhadap tanah Jongsor; 
c. t;idak d.eks1-t anak sungai, sungai a1;al1 badan air yang dapat 

mengikis pondasi; 

d. tidak di atas atau dekat .dengan jalnr patahan aktif (gempar; 
e. tidak di daerah rawan tsunami; 
f. tidak dl daerah rawan banjir; 

g. tidak dalam :zo~ topan dan rawan badai, dan lain- Lain; dari 
b. rumah petlindnngan tidak terletak di kawasan pemnkiman yang 

kumnh dan padat. penduduk. 

2. Aksesibilitas untuk jalur transpoutaai 

Tersedla jalur nntuk p¢jalan: kaki dan jalur-jalur yang aksesibel 

untuk penyandang disabilitas. Kantor· UPTD PPA didirikan di lokasi 

yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat diakses dengan 
mudah menggunakan transportasi umnm. s·ect.angkan Rumah 
Perlindungan perlu dilindungi privasinya. 

3. Fasil.itas ,pa_rkir. 
Perancangan dan perencanaarr prasarana parkir untnk Kantor UPTD 
cukup pentmg karena prasarana parkir' kendaraan akan menyita 
'banyak lahan. Kapasitas parkir harus memadai. 

4. ~ilita,s Keam.8,ll·an. 
Peraneangan clan perencanaan prasarana keamanan untuk Kantor 

UPTD dan Rumah Perlindungan sangat penting untuk mendukung 
pencegahan dan penanggulangan keamanan termasuk menggunakan 
pagar dan kunci-gem bok. 

2 .. Rumah Perlmd ungan 

adalah tempat penampungan perlindungan semeritara yang Iianya 
diketahui oleh pihak yang berkepentingan seperti persorrel tertentu di 

UI!I'D .PPA nntnk alasan keselamatan dart keamanan korban, 

Kedua bangunan terpisan lokasi, 
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C. TATA RUANG 

1. Kantoi: UPTD PPA t-ei:<liri dai:~: 

a, Ruang ketja, seperti : 
l) ruang kerja kepala UPI'D PP A; 
2) ruang kerja Unit Tata Usalra; 

3) rn,ru.-1g kcija umr P~ngM.uIDI M.asyw-akat; 
4) ruang kerja Unit Barrtuan Hukt,iru.; 
5) rnang rapat; dan 

G) ru~g arsip. 
b. Ruang pelayanan, seperti : 

1) ruang depan (perrerimaan tanru]; 
2) ru~:ng konsultasi dan korrseling (kedap suara]; 
3) ruang konsultasi hukum (kedap .suara); 
4) ruang konsultasi anak dengan kaca, 2 (dua] arah; 

5) roang mediasi; dan 
6) ruang darurat, 

0;. Ruang pendukung, seperti : 

1) rnang laktasi dan perawatan .1:iayi; 

2) ruang bermain anak; 
q_) karnar mandi, (terpisab Iaki-perernpuan]; dan 

4) pantn}. 

5. ~sesibiJitas Penyarrdang Dis~pilitas d~n_ µansf]l 
Secara umum, setiap bangunan kantor U-Pl'D PPA dan Rumah 
Perlindungan hanrs menyediakan fasilitas dan aksesibilltas untuk 
menjamin terwujudnya kemudahan, keamanan, dan kenyamanan. 
Secara klrusus, fasilitas dan .akseslbilitas rneliputi kamar mandi, 
tempat parkir, jalur pemandu, rambu tan: marka, tangga, pintu, dan 
ram (ram adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan 
kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat 
menggunakan tangga). 
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D. PERALATAN 
1. Kantoi: UPTD PPA bmliri dai:~: 

a, Meubelair, seperti : 
1) kursi dan meja kerja; 

2) kUisi dan rneja tanru; 

3) knrsi dan meja n:tedi;isi (buridar]; 
4) papan tnlis ;. 
5) papan ::informasi; 

(;)) kursi tgd~; 

7) lemari arsip dan kunci; 
8) Ioker; 
9) tempat ti.ti ur dan marras pasien; 
10) rak buku; 

11) perlengkapan ruang laktasi; dan 

12) alat permainan anak. 
b) Kendaraan dinas, .seperti : 

1) mobil perlindungan; dan 

2) motor perlindungan. 
c) Peralatan elektronik, seperti: 

1) perekam suara dan gambar; 
2) kamera t:oto; 
3) komputer dan laptop; 

4) printer dan scanner; 

~) LC.D; 
6) pesawat telepon dan mesin fax; 
7) telepon seluler (terhubung dengan h_otline); dan 

8) CCTV. 

'2. Rumab pedin<(un~. terdiri dari : 
a. Ruang pelayanan, seperti ruang konaultasi atau ruang konseling 
b. Ruang privat, seperti : 

1) kamar tidur tlien; 
2) ruang keluarga; dan 
8) kamar tidur penjaga asrama, 

c. Ruang pendukung, seperti : 
1) kamar mandi; dan 

2) dapur 
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E. PERLENGKAPAN 
1. Kantor UPTD PPA terdiri daru 

a. Perlengkapan, seperti: 

2. Rumah Perlindungan, 
a, Meubelair, seperti: 

1) kursi dan meja kerja; 
2) kursi dan rneja ta.mu; 
3) kursi roda; 
4) Iemari arsip; 
5) tempat tidur dan kasur; 

G) bantal dan gnling; 

7) alat permainan anak; 
8) Iemari pakaian; 

9) selimut, sprei dan sartmg bantal guling; 
lQ) cadangan pakaian; 
lljhandok; 
12) alat tes kehamllan; 
13) pembalut; dan 
14) popok bayi, 

1;>. Peralatan elektronik, seperti: 
1) perekam suara dan gambar; 
2) kamera Ioto; 
3) komputer atau laptop; 
4) pesawat telepon; 

~) televisi; 
6) pendmgin ruangan; dan 

7) CCTV. 

c, Peralatan dapur dan makan, seperti: 
1) lernari pendingin; 
2) kompor; dan 

q) perlengkapan dapur lainnya. 

c) Peralatan dapur pan :n;r:aka.11, seperti : 

1) lemari pendmgin; 
2) kompor; dan 

3) pertengkapan dapur lainnya, 
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1. J{antor UPTD PfA, sepertb 
a) Iistrik; 
b) air; 

c.) telepon; 
d) internet; dan 
e) Sisfem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Berskala Nasional 

(SIMFONJ - Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan 
dan Anak). 

F. PRASARANA 

2. Rumah Perhndungan seperff : 
a. Pengaman :PhJ:t1) (Krn:1ci/ Oembok) 

b, Aiat Pem~d~ 'lxe\Iak.aran 

c, mtP3K 

d. Informasi Daftar Penyedia Lay,anan 
e. Klt;KIE 

J..) pengaman pmtu (kqnci/ gen;i:t;io~t; 

2) alat pemadam kebakaran; 
3} kit P3X; 

4) alat tensi; 
5) informasi daftar penyedia Iayanan; 

6) kotak kepuasan pengguna; dan, 

7) kLtKIE. 
b. Pencatatan dan pelaporan, seperti: 

1) buku register; 

2) ~1 status klien; 
3) formullr informed. eonsertt; dan 

4} formulir rnjukan. 
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'lQHANA YEMBISE 

ttd 

MENT8Rl P8MBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAl{ tzEPUBLIK JNDONE$IA, 

'2. Rumgh, Per_lit1dn,ni@l'.l 

a) Iistrik; 

b) air; 

c) telepon; 
d) saluran televisi; dan 

e) lnterrre t. 
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Gambar 1 Struktirr Orgarusasi trrrc PPA Provinsi Kelas A 

Penjaga K~<11T1a1Jc1h 

Mediator 

Pengadrnlnlstrasl 
.Umum 

Konselor 
(Psikologi/Hukum) 

Penjaga Asrama 

Konselor 
(Psikologi/Hukum) . 

Pengemudi 

Kepala5~~i 

Tindak Lanjut Kasus 

K.epalc1 s~l,si 
Penerimaan dan Rlarifikasi 

Kepala Sub Baglan 

Tata lJsaha 

[ 
Kelorhpok Jabatan 

Fungsional 

Kepala UPTD J 
A. STEUK'PUR ORG,4.NlSASI UPTD PPA PROVIN$1 KEL_AS A 

Struktur organisasi twrD PPA terdiri atas 4 (empat] berrtuk sesuai wilayah 

kerja dan besaran beban kerjarty~. :Struktur organisasi sebagaimana 
dimaksud dijelaskan melalui. bagan di bawah ini: 

BAGAN $1'RUl<'I'l.JR QRGANJSASI lWI'D PP.A 

TENTANG 
PEDOMAN PEMBENTtJJ{AN 1..rmr· PELAK.SANA TEl{N!S 
DAERA.H PERL!NDlINGAN PEREMPUAN bAN A.NA.I{ 

'l' Al-fTJN 2.0 1 S 

LAMPIRAN IV 

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYMN PEREMPUAN 
DAN PERLINbtJNGAN WM( R:8:PUBLll{ INDONESIA 
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Gambar 3 .Struktur -Organisasi. UPID PPA Kabu:p.afert/Kota Kelas A 

I Kepala UPTD I 
l(elompok Iabatan K·ep£ls!. S1;1b Bagi an Tata Qsa ha' Fungsional 

Pengadministrasi ...... Pengernudi U.mum 

Penjaga Kearnanan ... 

I I 

Konselor 

I l;leo.jaga As:r.aJJia 
I 

Megiato.r I [Psikologls/Hukum] 

·C. STRUKTDR ORGANIBASi UPI'D PPA,l<AB1JPtT'EN/1(0TA KELAS A 

Garn bar 2 $ trukrnr Organisasi UPPD PPA Provins] K~la.$ B 

K-epala UPTQ 

Kelompok J.abatan l<'et,al~· ~ub ~a:g'ian Ta!J') Usaha ru1igsiQnaJ 
- 

I 
Pengadministrpsi ...... Pengeniudi Umum 

Penjaga Kearnanan ... 

I 

• 

I I 

Konselor 

I Penjaga. Asrarna Mediator (Psikologis/Hukum) 

B. STRUKTUR ORGANI:SASI t1PrD PPA PROVINS) KELAS B 
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YOHA.NA YE;tvlBlSE 

tfd 

MENTER! .PEM.BERPA Y MN PERB.MPUAN DAN 
PERLINDl.JNGAN ANAK :REPUBLIK INDONESIA, 

Garnbar 4 Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaterr/Xota Kelas B 

K~pala, .U P.'f'.D 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

• • ., • • 
Konselor Penjaga Pengadrni- Penjaga (Psikologis/ Mediator nlstrast Pengemudi 
Hukum) Asrama Umum Kearnanan 

D. STRUKTUR ORGANISASI ur-ro PPA.l{ABLJPATEN/J(OTA KELAS B 

2018, No.532 

 

-42- 

 

 

www.peraturan.go.id




